
PEMBEBASAN BIAYA PERUINAN BAGI PEMOHON PEMULA
PENGUSAHA KECIL

....

;

Menimbang

•

WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WAUKOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

WALIKOTA DENPASAR,

a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan
investasi dan perekonomian di Kota Denpasar
dipandang perlu memberikan pembebasan biaya
perijinan bagi pemohon pemula pengusahakecil;

b. bahwa pemberian kemudahan sebagaimana
dimaksud pada huruf at adalah dalam rangka
mewujudkan keunggulan komperatif dan iklirn
usaha yang lebih kondusif melalui regulasi
dibidang pelayanan perijinan;

c. bahwa bendasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang
Pembebasan Biaya Perijinan Bagi Pemohon
PemulaPengusahaKecil;
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Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah 1ingkat II
Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomon 3465);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon
4048);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan

jIr
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi
Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);

6. Peratunan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

7. Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 284/M PP/Kep/ 10/2001
tentang Standarisasi Pemberian Surat Ijin Usaha
Perdagangan;

8. Keputusan Menteri Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Ijin
Usaha Industri, Ijin Perluasan dan Tanda Daftar
Industri;

9. Peraturan Daerah Keta Denpasar Nornor 11
Tahun 2001 tentang UsahaRekreasidan Hiburan
Umum (Lembaran Daerah Kota DenpasarTahun
2001 Nomor 11);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 25
Tahun 2001 tentang Usaha Rumah Makan
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2001
Nomor 25);

'""



MenetapKan

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12
Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Industri
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002
Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13
Tahun 2002 tentang Surat Ijin Usaha
Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Denpasar ;:
Tahun 2002 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun
2005 tentang Retribusi Izin Tempat Usaha dan
Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Denpasar
Tahun 2006 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WAUKOTA TENTANG PEMBEBASAN
BIAYA PERDINAN BAGI PEMOHON PEMULA
PENGUSAHAKECIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Kota adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI

adalah Surat Ijin untuk dapat melaksanakan
kegiatan Usaha Industri (sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun
2002 tentang Ijin Usaha Industri).

'"

~
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5. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya
disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan
(sebagaimana diatur daiam Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Ijin
UsahaPerdagangan).

6. Izin Tempat Usaha adalah izin yang diberikan bagi
tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha
yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang
usaha tertentu dengan maksud untuk mencari
keuntungan yang kegiatan usahanya diperkirakan
tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
(sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi
Izin Tempat Usahadan Izin Gangguan).

7. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan bagi
tempat-tempat usaha berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-Undang Gangguan /Hinder Ordonantie
(HO) Staasblad Tahun 1926 Nomor 226 yang
diubah dan disempurnakan dengan Staatsblad
Tahun 1940 Nomor 14 dan Nomor 450 dan usaha-
usaha tertentu lainnya yang dapat mengakibatkan
bahaya, kerugian atau gangguan (sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Tempat
Usahadan Izin Gangguan).

8. Pembebasan Biaya Perijinan adalah pembebasan
biaya retribusi bagi pemohon pemula pengusaha
kecil dalam rangka upaya mendorong pertumbuhan
investasidan ekonomi di Kota Denpasar.

9. UsahaKeciladalah usaha dengan klasifikasi sebagai
berikut :

.•..



a. Perusahaan Keeil adalah perusahaan dengan
modal disetor dan kekayaan bersih (netto)
sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta
rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan
Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2002, a

dan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7
Tahun 2005.

b. Salon Keeantikan adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat fasilitas untuk memelihara
keeantikan sebagai usaha pokok dan dapat
dilengkapi dengan penyediaaan jasa pelayanan
umum dengan klasifikasi :
Golongan C dengan Jumlah tempat duduk 10
kebawah.

e. Usaha Rumah makan atau dengan nama lainnya
seperti restoran, warung bakery adalah setiap
usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya
menyediakan makanan dan minuman untuk
umum ditempat usahanya. Dengan Klasifikasi
jumlah kursi 10 sampai 15 buah kursi

Pasal2

(1) Memberikan pembebasan biaya perijinan bagi pemohon pemula
pengusaha keeil di Kota Denpasar.

(2) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan dalam bentuk pembebasan biaya retribusi perijinan.

(3) Pembebasan biaya perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diberikan kepada perusahaan dengan klasifikasi
perusahaan keci!.

,.,
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Pasal 3

•..

Pemberian pembebasan biaya penijinan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 diberikan dengan kriteria sebagai berikut :

a. merupakan perusahaan kedl yang ramah lingkungan;

b. lokasi kegiatan usaha peruntukannya telah sesuai dengan RTRW
Kota Denpasar; dan

c. mempunyai dampak yang luas terhadap pertumbuhan ekonomi
terutama dalam penyerapan tenaga kerja .•

Pasal4

Jenis pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

1. Ijin Usaha Industri (lUI).

2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).

3. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan atau Ijin Undang-Undang
Gangguan (HO).

4. Izin Salon Kecantikan.

5. Izin Usaha Rumah makan.

.. Pasal5

Persyaratan pembebasan biaya perijinan dimaksud dalam Pasal 4
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dan Peraturan ini.



Pasal 6

Dalam rangka optimalisasi Peraturan ini maka kepada
Unit/Satuan Kerja terkait agar menginformasikan pemberian
kemudahan pelayanan perijinan ini kepada masyarakat luas
melalui media cetak, eletronik, maupun Website yang ada.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita
Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Pebruari 2007

WAUKOTA DENPASAR,
~

~:Y~A
Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Pebruari 2007

SEKRETARI DA~ KOTA DENPASAR,

BERITA DAERAH KOTA DENPASARTAHUN 2007 NOMOR 6
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